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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian Dalam 
Negeri 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

Kunjungan Spesifik 
Komisi II DPR RI ke 

Kota Tangerang 
Selatan dan Kota 
Bogor pada tanggal 5 – 

7 Desember 2022. 

Terkait pelayanan publik. 

2. KBRI Ankara, Turki, The 

Ministry of Interior of 

The Republic of Turkey, 

specifically is General 

Directorate of Population 

and Citizenship Affairs, 

dan The Turkish Data 

Protection Authority 

a. Pelaksanaan 
undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Kunjungan Kerja 
Komisi II DPR RI ke 
Negara Turki pada 

tanggal 4 – 10 
Desember 2022. 

Tujuan Kunjungan Kerja Komisi II DPR 

RI ke Negara Turki, yaitu: 

1. Melakukan pertemuan dan diskusi 
substansif terkait penataan dan 
pengelolaan sistem data 

kependudukan yang diterapkan oleh 
pemerintah Turki, sebagai bahan 
perbandingan sekaligus masukan 

bagi Komisi II DPR RI dalam rangk 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

melakukan fungsi pengawasan 
kepada kinerja pemerintah untuk 
mendorong perbaikan, peningkatan, 

dan pengembangan sistem data 
kependudukan yang valid dan 

terintegrasi. 
2. Memeperoleh data, informasi dan 

pengetahuan mengenai upaya 

pengamanan terhadap sistem data 
kependudukan di Turki, sebagai 

bahan masukan untuk dijadikan 
sebagai pertimbangan dalam rangka 
peningkatan,pembangunan dan 

pengembangan sistem database 
kependudukan yang aman dan 

handal. 
Kegiatan Komisi II DPR RI di negara 

tujuan tersebut adalah dengan 

melakukan kunjungan ke: 

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Ankara, Turki; 

2. The Ministry of Interior of The Republic 
of Turkey, specifically is General 
Directorate of Population and 
Citizenship Affairs; 

3. The Turkish Data Protection Authority. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Dewan Pimpinan Pusat 

Asosiasi Kepala Desa 

Seluruh Indonesia 

a. Pelaksanaan 
undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Dengar 
Pendapat Umum 
Komisi II DPR RI 

dengan Dewan 
Pimpinan Pusat 

Asosiasi Kepala Desa 
Seluruh Indonesia, 
dengan agenda 

audiensi terkait 
Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, 

pada hari Senin, 12 
Desember 2022. 

Catatan Rapat: 

1. Ketiga aspirasi aksi sudah kami 

sampaikan kepada Kemendagri dan 

terkait revisi UU desa menunggu 

kesepakatan antara pemerintah dan 

DPR. 

2. Semua orientasi ke depan pasti 

basisnya adalah desa, oleh karena itu 

desa harus dikonsolidasikan dengan 

baik. Kita negara demokrasi punya 

hak membentuk organisasi apa saja, 

tapi kalau desa bisa Bersatu dan 

bersinergi bisa memajukan 

pembangunan ke depan hal ini lebih 

baik dan menjadi kekuatan yang luar 

biasa.  Kepentingan dan aspirasi yang 

sama disampaikan oleh organisasi 

yang berbeda-beda. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Penyusunan  
RUU tentang PENYADAPAN 

--- Komisi III DPR RI masih menunggu hasil 
penyempurnaan draf RUU tentang 

Penyadapan sesuai dengan Keputusan 
Rapat Komisi III dengan Kepala Badan 
Keahlian DPR RI tanggal 15 November 

2022. 

RUU Usul Inisiatif  
Komisi III DPR RI. 

2.  Penyusunan  

Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 

Terorisme (TPPT) 

--- Komisi III DPR RI masih menunggu hasil 

penyempurnaan Rancangan Peraturan 
DPR RI tentang pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan Terorisme 

(TPPT) sesuai dengan Keputusan Rapat 
Komisi III dengan Kepala Badan Keahlian 

DPR RI tanggal 15 November 2022. 
 

Amanat Pasal 43J UU 

Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Perpu Nomor 
1 Tahun 2002 

tentang 
Pemberantasan 

Tindak Pidana 
terorisme. 

3.  Pembahasan 
RUU tentang HUKUM ACARA 
PERDATA 

(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 

--- Komisi III akan menjadwalkan kegiatan 
pembahasan RUU tentang Haper pada 
minggu kedua bulan Desember 2022. 

 

--- 

4.  Pembahasan  
RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 35 

Tahun 2009 tentang 
NARKOTIKA 

Kunker 
Legislasi. 

Komisi III nelakukan Kunjungan kerja 
Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu: 
1. Pada tanggal 2 sd 4 Desember 2022 ke 

Provinsi Sumatera Barat, pertemuan 

--- 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

(selanjutnya disebut dengan  

RUU tentang NARKOTIKA) 
 

dengan Kapolda, Kajati, dan Kepala 

BNNP Sumatera Barat. 
2. Pada tanggal 6 sd 11 Desember 2022 

ke Negara Thailand, pertemuan 
dengan Kedutaan Besar RI di Bangkok 
Kerajaan Thailand/Atase Polri di 

Thailand. Kepolisian Thailand (Royal 
Thai Police Thailand), Kejaksaan Agung 

Thailand (The Attorney General of 
Thailand), dan Office of the Narcotics 
Control Board: Ministry of Justice 
(ONCB). 

5.  Pembahasan  
RUU tentang KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM 

PIDANA  
(RUU tentang KUHP) 
 

Pembicaraan  
Tk. II / 

Pengambilan 

Keputusan 
pada Rapat 
Paripurna. 

 
 

 

Pada tanggal 06 Desember 2022 Ketua 
Komisi III DPR RI (Bp Ir. Bambang 
Wuryanto, MBA) melaporkan hasil 

pembahasan RUU tentang KUHP dalam 
Pembicaraan Tk. II Rapat Paripurna. 
 

Keputusan Rapat Paripurna tanggal 06 
Desember 2022 : 

Menyetujui RUU tentang KUHP menjadi 
Undang-Undang dan akan diproses 
sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

RUU  
Carry Over. 

6.  Pembahasan  

RUU tentang PENGESAHAN 
PERJANJIAN ANTARA 
PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA DAN 
PEMERINTAH REPUBLIK 

Pengambilan 

Keputusan 
Tk I. 

Sesuai dengan Keputusan Raker Komisi 

III dengan Pemerintah tanggal 7 
November 2022, maka Pembahasan RUU 
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi 

Buronan dilaksanakan pada hari Senin 
tanggal 5 Desember 2022. 

RUU Komulatif 

Terbuka. 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

SINGAPURA TENTANG 

EKSTRADISI BURONAN 
(Treaty between the 

Government of the Republic of 
Indonesia and the 
Government of the Republic of 

Singapore for the  
Extradition of Fugitives) 
(selanjutnya disebut dengan 

RUU tentang PENGESAHAN 
PERJANJIAN EKSTRADISI 

BURONAN) 
 

Raker Komisi III dengan Menkumham 

dan Menlu dalam hal ini diwakilkan oleh 
Dirjen Hukum dan Perjanjian 

Internasional Kemenlu membahas RUU 
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi 
Buronan.  

Agenda Raker: 
1. Pengantar/Penjelasan Presiden 

terhadap RUU tentang Pengesahan 

Perjanjian antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Republik 

Singapura tentang Ekstradisi 
Buronan; 

2. Pandangan Umum Fraksi; 

3. Pembahasan RUU;  
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi dan 

Pendapat akhir Pemerintah; dan 
5. Pengambilan Keputusan dan 

Penandatanganan draft RUU. 

 
Raker tanggal 05 Desember 2022 
memutuskan : 

Menyetujui pembahasan RUU tentang 
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi 

Buronan dilanjutkan pada Pembahasan 
Tingkat II/Pengambilan Keputusan guna 
disahkan menjadi UU dalam Rapat 

Paripurna terdekat. 

Pembicaraan 

Tk II / 

Pada tanggal 15 Desember 2022 

Pimpinan Komisi III melaporkan hasil 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pengambilan 

Keputusan 
dalam Rapat 

Paripurna. 

pembahasan RUU tentang Pengesahan 

Perjanjian Ekstradisi Buronan dalam 
Pembicaraan Tk. II Rapat Paripurna. 

 
Keputusan Rapat Paripurna tanggal 15 
Desember 2022 : 

Menyetujui RUU tentang Pengesahan 
Perjanjian Ekstradisi Buronan menjadi 
Undang-Undang dan akan diproses 

sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

-  

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Menteri Hukum dan HAM 
RI 

Rapat Kerja Pada tanggal 13 
Desember 2022 Komisi III 

melaksanakan Raker 
dengan Menkumham RI, 

membahas: 
1. Evaluasi Kinerja di 

bidang Imigrasi tahun 

2022. 
2. Evaluasi Kinerja di 

bidang 
Pemasyarakatan pasca 

Kesimpulan Raker: 
1. Komisi III DPR RI menerima 

penjelasan terkait realisasi atau 
capaian target kinerja 

Kemenkumham dan terobosan 
kebijakan, khususnya dalam 
pelaksanaan tugas di bidang 

Imigrasi, Pemasyarakatan, dan 
Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia pada tahun 2022. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

UU Nomor 22 Tahun 
2022 tentang 

Pemasyarakatan. 
3. Evalusi Tata Kelola 

SDM Kemenkumham. 
 

2. Komisi III DPR RI meminta Menteri 
Hukum dan HAM RI untuk segera 

mengimplementasikan Sistem 
Pemasyarakatan yang berorientasi 

pada pembinaan dan reintegrasi 
sosial serta terus berupaya 
mengurangi angka over-populasi 

dan memberikan hak-hak warga 
binaan secara adil dan obyektif. 

Demikian pula, peningkatan 
pengawasan yang ketat terhadap 
penyelundupan barang ilegal di 

lembaga pemasyarakatan. 
3. Komisi III DPR RI meminta Menteri 

Hukum dan HAM RI untuk 

kembali mengembangkan inovasi 
dan terobosan dalam rangka 

meningkatkan kecepatan pada 
sistem pelayanan publik di bidang 
keimigrasian serta melakukan 

fungsi pengawasan orang asing 
dan pelanggaran Keimigrasian 

sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

4. Komisi III DPR RI meminta Menteri 

Hukum dan HAM RI untuk 
meningkatkan kembali penataan 
pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, termasuk pada sistem 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

rekrutmen, pengisian kekosongan 
jabatan, sistem pembinaan dan 

pengembangan karir, maupun 
pengawasan pegawai, melalui 

sistem meritokrasi dan reformasi 
birokrasi yang terukur, 
transparan, dan obyektif.  

5. Komisi III DPR RI bersama Menteri 
Hukum dan HAM RI akan bekerja 
sama dengan  

seluruh pihak terkait dalam 
mengoptimalkan sosialisasi dan 

edukasi kepada publik terkait 
dengan ketentuan perundang-
undangan, antara lain sosialisasi 

KUHP dan pelatihan paralegal di 
seluruh wilayah. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Raker Komisi IV DPR RI 
dengan: 
a. Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 
b. Menteri Kelautan dan 

Perikanan; 

c. Menteri Pertanian; 
d. Menteri Dalam Negeri; 

e. Menteri Hukum dan 
HAM; serta 

f. Pimpinan Dewan 

Perwakilan Daerah RI 
(DPD RI). 

 
(5 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan Pemerintah. 

Membahas: 
1. Pembahasan DIM RUU 

tentang KSDAHE; serta 

2. Pembentukan Panitia Kerja 
RUU tentang KSDAHE. 

 
 
 

 
 

2.  Kunjungan Kerja Panja 

Komisi IV DPR RI mengenai 
RUU Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya Masa 
Persidangan II Tahun 

Sidang 2022-2023. 
 

(8 - 10 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan Pemerintah. 

Jaring Pendapat melalui Focus 
Group Discussion di Universitas 
Lampung, Provinsi Lampung. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3.  Kunjungan Kerja Panja 

Komisi IV DPR RI mengenai 
RUU Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya Masa 
Persidangan II Tahun 

Sidang 2022-2023. 
 
(8 - 10 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
d. Kebijakan Pemerintah. 

Jaring Pendapat melalui Focus 
Group Discussion di Universitas 
Gadjah Mada, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

4.  Kunjungan Kerja Panja 
Komisi IV DPR RI mengenai 

RUU Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya Masa 
Persidangan II Tahun 
Sidang 2022-2023. 

 
(8 - 10 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

e. Kebijakan Pemerintah. 

Jaring Pendapat melalui Focus 
Group Discussion di Universitas 
Brawijaya Malang, Provinsi Jawa 
Timur. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Rapat Intern Panja Komisi 
IV DPR RI mengenai 
Penyelesaian Penggunaan 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

Menyusun Laporan dan 
Rekomendasi Panitia Kerja. 
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NO  INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

dan Pelepasan Kawasan 

Hutan.  
 

(5 Desember 2022) 

c. Kebijakan Pemerintah. 

2.  Rapat Intern Panja Komisi 

IV DPR RI mengenai 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan. 

 
(5 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan Pemerintah. 

Menyusun Laporan dan 

Rekomendasi Panitia Kerja. 

 

3.  Rapat Dengar Pendapat 
dengan Dirut Perkebunan 
Nusantara beserta anak 

Perusahaan; Dirut Perum 
Perhutani; Dirut PT 

Inhutani I dan Dirut PT 
Inhutani V. 
 

(6 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan Pemerintah. 

Membahas: 
1. Penjelasan mengenai Kinerja 

Perusahaan; 

2. Membahas Rencana dan 
Program Strategis Tahun 2022-

2023; dan 
3. Isu-isu aktual. 

 

4.  RDPU Komisi IV DPR RI 

dengan: 
a. Perkumpulan 

Penggilingan Padi dan 

Beras Indonesia; serta 
b. Pengusaha Pedagang 

Beras. 

 
(7 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan Pemerintah. 

Membahas mengenai 

Ketersediaan Gabah/Beras di 
Penggilingan. 

 

5.  Raker Komisi IV DPR RI 
dengan: 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

Membahas mengenai Data Angka 
Sementara Produk Komoditas 
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NO  INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

a. Menteri Pertanian; 

b. Kepala Badan Pusat 
Statistik; 

c. Kepala Badan Pangan 
Nasional; 

d. Dirut Perum Bulog; serta 

e. Dirut PT. RNI/ID 
Food/Holding Pangan. 

 

(7 Desember 2022) 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan Pemerintah. 

Pangan (Padi, Jagung dan 

Kedelai) serta Komoditas lainnya. 

6.  Kunjungan Kerja Spesifik 

Masa Persidangan II Tahun 
Sidang 2022-2023. 

 
(13 - 15 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 

Lokasi Pengolahan Ikan Pindang 
di Desa Cicinde Utara, Kabupaten 

Banyusari, Kabupaten Karawang, 
Provinsi Jawa Barat, dalam 
rangka pengawasan terkait: 

1. Pengembangan Usaha 
Pengolahan Ikan Pindang; 
serta 

2. Pengelolaan Limbah Usaha 
Pengolahan Ikan Pindang 

dalam ranga Pencegahan dan 
Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan. 

 

7.  Kunjungan Kerja Spesifik 
Masa Persidangan II Tahun 

Sidang 2022-2023. 
 
(13 - 15 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Pasar Rau Kota Serang, 

Penggilingan Padi CV Sri Padi dan 
Penggilingan Padi PT Wilmar 
Provinsi Banten, dalam rangka 

pengawasan terkait: 
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NO  INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Ketersediaan dan Harga 

Pangan Pokok Menjelang 
HKBN Natal Tahun 2022 dan 

Tahun Baru 2023; serta 
2. Ketersediaan/Pasokan Beras 

di Penggilingan. 

8.  Kunjungan Kerja Spesifik 
Masa Persidangan II Tahun 

Sidang 2022-2023. 
 
(13 - 15 Desember 2022) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Lokasi Ekowisata Minat Khusus 

Taman Sakura Lawu dan Sakura 
Hills di Cemoro Kandang, Kab 
Karang Anyar Provinsi Jawa 

Tengah, dalam rangka 
pengawasan terkait: 

1. Model Pengelolaan Berbasis 
Jasa Lingkungan Berupa 
Ekowisata Minat Khusus; 

2. Kegiatan Ekowisata di dalam 
Kawasan Hutan dengan 
Memperhatikan Aspek-Aspek 

Pengelolaan Hutan Lestari, 
serta 

3. Kegiatan Pengelolaan Kawasan 
Hutan Berbasis Jasa 
Lingkungan dengan Pelibatan 

Masyarakat di dalam dan di 
sekitar Kawasan Hutan. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Audiensi dengan 

Perkumpulan Komunitas 
Peduli Konsumen 

Meikarta 

Infrastruktur. Menerima Pengaduan Masyarakat 
Konsumen Meikarta.  

Audiensi dilaksanakan 

pada tanggal 5 Desember  
2022 pukul 10.00 secara 

fisik. 

2. Kementerian  

Perhubungan 

Kunjungan 

Kerja On The 
Spot ke Bandar 

Udara 
Halimperdana 
Kusuma 

Meninjau Pengelolaan Bandar 

Udara Halim Perdanakusuma dan 
meninjau sarana prasarana Bandar 
Udara Soekarno Hatta dalam 

rangka persiapan Natal 2022 dan 
Tahun Baru 2023. 

Kunjungan  dilaksanakan 

pada tanggal 7 Desember 
2022.  
 

3. Kementerian 
Perhubungan  

RAPAT 
DENGAR 

PENDAPAT  

Membahas Mengenai Progres 
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 

– Bandung. 

RDP dilaksanakan pada 
tanggal 8 Desember  2022 

pukul 10.00 secara fisik 
dan virtual. 

Dihadiri oleh : 
1. Dirjen Perkeretaapian;                            
2. Dirut PT. KCIC; 

 beserta jajaran. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Audiensi Dengan Kepala 
Desa Sarolangun Provinsi 

Jambi 

Infrastruktur Menerima kepala Desa se-
Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 

Audiensi dilaksanakan 
pada tanggal 9 Desember 

2022 pukul 08.00 secara 
fisik. 

5. 1. Kementerian 
Perhubungan 

2. Kementerian PUPR 
3. BMKG 
4. BNPP/Basarnas 

5. Korlantas Polri 
6. Stakeholders Terkait 

RAKER  Membahas Mengenai Kesiapan 
Infrastruktur Dan Transportasi 

Terkait Libur Natal 2022 dan Tahun 
Baru 2023. 

Raker dilaksanakan pada 
tanggal 13 Desember 2022 

pukul 11.00 secara fisik 
dan virtual. 
Dihadiri oleh : 

1. Menteri PUPR beserta 
jajaran. 

2. Menteri Perhubungan 
beserta Jajaran 

3. Kepala BMKG 

4. Sestama BNPP/Basarnas 
5. Kakorlantas Polri 
6. Stakeholders terkait 

6. Kementerian PUPR Rapat Dengar 

Pendapat 

Membahas progress penyusunan 

aturan pelaksana UU No 17 Tahun 
2019 tentang SDA dan UU No. 2 
Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Kedua UU No. 38 tahun 2004 
tentang Jalan. 

RDP dilaksanakan pada 

tanggal 14 Desember 2022 
pukul 10.00. 
Dihadiri oleh Sekjen PUPR 

beserta jajaran. 
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D. TUGAS KHUSUS 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 
2. KEMENTERIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI 

MANUSIA  

Rapat Kerja Membahas Rencana Ratifikasi 

Protokol Paket Kesembilan, 
Kesepuluh, dan Kesebelas 
Komitmen Jasa Angkutan Udara 

Dalam Persetujuan Kerangka Kerja 
ASEAN di Bidang Jasa/ASEAN 
Framework Agreement on Services 
(AFAS). 

 

Raker dilaksanakan pada 

tanggal 12 Desember 2022 
pukul 14.00 secara fisik dan 
virtual. 

Dihadiri oleh : 
1. Menteri Perhubungan 

beserta jajaran ; 

2. Analis Madya 
Kemenkumham. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Menteri BUMN RI   a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 
 

1. Evaluasi pelaksanaan kinerja 

kementerian BUMN Tahun 
2022. 

2. Evaluasi pencapaian kinerja 

BUMN tahun 2022 dan 
rencana aksi pembinaan 

BUMN tahun 2023. 

 

2 PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk  

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pendalaman PMN Tunai Tahun 

Anggaran 2022 dan tambahan 
PMN 2022 serta progress 
penyelesaian Garuda. 

 

3 Wakil Menteri BUMN I a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Rencana IPO tahun 2023 yaitu PT 

Pertamina Geothermal Energi, PT 
Pertamina Hulu Energi, Palm Co, 
dan PT Pupuk Kalimantan Timur. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

4 PT Pertamina Patra 
Niaga  

 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan mengenai persiapan 
distribusi BBM menjelang Natal 

2022 dan Tahun Baru 2023. 

 

5 PT Pertamina 
International Shipping 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan mengenai 

persiapan distribusi BBM 

menjelang Natal 2022 dan 

Tahun Baru 2023. 

 

6 PT Jasa Raharja  a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan kinerja korporasi 

PT Jasa Raharja. 

 

7 PT Asuransi Jasa 

Indonesia  

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan kinerja korporasi 

PT Asuransi Jasa Indonesia dan 

produk asuransi gagal panen. 

 

8 PT KAI (Persero) a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

9 PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

10 PT Pelayaran Nasional 
Indonesia (Persero) 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

11 PT Angkasa Pura I a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

12 PT Angkasa Pura II a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

13 PT Jasa Marga (Persero) 

Tbk 
a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

14 PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero) 
a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 

15 Perum DAMRI a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

Kesiapan BUMN Transportasi 

dalam menghadapi Natal 2022 

dan Tahun Baru 2023. 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 Desember 2022) 

 

21 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

c. Kebijakan pemerintah. 

16 Menteri Investasi/Kepala 

BKPM RI  
a. Pelaksanaan undang-

undang. 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan mengenai kinerja 

Kementerian Investasi dan 

BKPM dan target Investasi s.d. 

Desember 2022. 

 

 
D. TUGAS KHUSUS 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. PT Aviasa Pariwisata 
(Indonesia) 

2. PT Hotel Indonesia 
Natour 

3. PT Pertamina Bina 
Medika 

Kunjungan Kerja Spesifik 
Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan kerja dalam rangka 
meninjau rencana pembangunan 

KEK Kesehatan dan Pariwisata di 
Provinsi Bali. 

  

2. PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk 

Kunjungan Kerja Spesifik 
Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan kerja dalam rangka 
meninjau PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk di Provinsi Bali. 

 

3. Perum Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan 

Navigasi Penerbangan 
Indonesia (Airnav) 

Kunjungan Kerja Spesifik 
Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan kerja dalam rangka 
meninjau kinerja operasional Perum 

Lembaga Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia 
(Airnav). 

 

4. PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk 

Kunjungan Kerja Spesifik 
Pimpinan dan Kapoksi 

Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan kerja dalam rangka 
meninjau Project Tol Becakayu di 

Bekasi, Jabar. 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. PT Angkasa Pura II Kunjungan Kerja Spesifik 
Pimpinan dan Kapoksi 

Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan kerja dalam rangka  
kesiapan bandara internasional 

Soekarno Hatta menghadapi Natal 
dan Tahun Baru. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Spesifik a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 
pemerintah. 
 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII 
DPR RI ke   

a. Provinsi Jawa Barat, Kunjungan 
ke  PT SkinSol Kosmetik Industri, 

di Padalarang, Kabupaten 
Bandung. 

b. Provinsi Jawa Timur, Kunjungan 

ke PT Greenfields Indonesia, di 
Kabupaten Malang. 

c. Provinsi Bali, PT Sababay Winery 

di Kabupaten Gianyar. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 1-3 

Desember 2022. 

2 a. Prof. Bambang P.S. 

Brodjonegoro 

b. Prof. Mohammad Nasir  

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Tanggapan terkait pembentukan 

Perpres 78 Tahun 2021 tentang 

BRIN. 

b. Tanggapan tentang kelembagaan 

BRIN saat ini. 

c. Lain-lain. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 05 
Desember 2022, 

pukul 13.00 
WIB. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Direktur Utama PLN 

(Persero) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Penjelasan terkait transformasi 

holding dan sub-holding PT PLN 

(Persero). 

b. Strategi PT PLN (Persero) dalam 

menghadapi perkembangan 

teknologi. 

c. Lain-lain.   

Dilaksanakan 

pada tanggal 05 
Desember 2022 

Pukul 15.00 
WIB. 

4. a. Dirjen Minerba 

b. Direktur Utama Bukit 

Asam, Tbk. 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

a. Proses penawaran pengolahan 

Blok Kohong Kelakon. 

b. Lain-lain. 

Dilaksanakan 
pada tanggal    

06 Desember 
2022 
Pukul 14.00 

WIB. 

5. a. Dirut Mind ID 

b. Dirut PT Antam, Tbk. 
c. Dirut PT Timah, Tbk. 

d. Dirut PT Bukit Asam, 
Tbk. 

e. Dirut PT Freeport 
Indonesia 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Kegiatan illegal mining di wilayah 

IUP dan IUPK . 

b. Strategi penanganan illegal mining. 

c. Lain-lain. 

Dilaksanakan 

pada tanggal   07 
Desember 2022 

Pukul 10.00 
WIB. 

6. Menteri Perindustrian 

RI 

 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

 

a. Realisasi Anggaran triwulan III 

TA 2022. 

b. Strategi peningkatan daya saing 

industri pembangunan kapal dan 

kedirgantaraan di dalam negeri. 

c. Pengembangan Industri Farmasi,  

Industri Alat Kesehatan, dan 

Industri Elektronika. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 7 
Desember 2022, 
Pukul 14.00 

WIB. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

d. Kebijakan percepatan kendaraan 

listrik dan industri baterai di 

Indonesia. 

e. Hasil G20 sektor Perindustrian. 

f. Lain-lain. 

7. a. Dirjen Migas 

b. Kepala BPH Migas 

dengan menghadirkan 

Dirut perusahaan hilir 

migas: 

1) Pertamina Patra 

Niaga 

2) AKR 

3) Vivo 

4) Shell  

5) Mobile 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Penjelasan terkait kinerja 

industri hilir migas. 

b. Penjelasan terkait standar BBM 

(RON) dan mekanisme penjualan 

BBM tersebut. 

c. Lain-lain. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 8 
Desember 2022, 

Pukul 10.00 
WIB. 

8.  Kunjungan Kerja Spesifik a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII 
DPR RI ke   
a. Provinsi Banten, Peninjauan ke 

PT Pan Brothers   di Jati Uwung, 

Kata Tangerang. 

b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan 

ke PT Hyundai Motor 

Manufacturing Indonesia di 

Kabupaten Bekasi. 

c. Provinsi Jawa Tengah Peninjauan 

Dilaksanakan 
pada tanggal     
09-11 Desember 

2022.   
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

ke PT PLN (Persero) UID Jateng & 

DIY di Jatingaleh di Kota 

Semarang.   

9. Komisi III DPRD Prov. 

Kalimantan Selatan 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Audiensi terkait Aktivitas 
Pertambangan di Wilayah Jalan 
Nasional Kecamatan Satui 

Kabupaten Tanah Bumbu. Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 12 
Desember 2022, 

Pukul 10.00 
WIB. 

10. Kepala SKK Migas 

dengan menghadirkan 

Presiden Direktur Inpex 

Masela, Ltd. 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

a. Progres proyek Blok Masela. 

b. Progres investor baru Blok 

Masela. 

c. Lain-Lain 

Dilaksanakan 
pada tanggal 12 

Desember 2022, 
Pukul 13.00 

WIB. 

11. Dirjen Migas dan Dirut       

PT Pertamina (Persero) 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

a. Penjelasan terkait distribusi LPG 

3 kg. 

b. Lain-lain. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 12 
Desember 2022, 

Pukul 16.00 
WIB. 

12. Dirjen Migas 

Kementerian ESDM RI 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

a. Penemuan cadangan migas baru 

(Andaman) 

b. Efektivitas kebijakan akan 

datang dan strategi Pemerintah 

dalam meningkatkan investasi 

hulu migas. 

c. Lain-lain. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 13 

Desember 2022, 
Pukul 13.00 
WIB. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

13. Ketua Harian dan 

Anggota DEN dari Unsur 

Pemerintah dan dari 

Unsur Pemangku 

Kepentingan 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Strategi dan Peta Jalan Net Zero 

Emission 2060 

b. Langkah-langkah antisipasi 

dalam menanggulangi potensi 

krisis dan darurat energi 

(Krisdaren). 

c. Lain-lain.    

Dilaksanakan 

pada tanggal 13 
Desember 2022 

Pukul 15.00 
WIB. 

14. a. Ketua Umum KADIN 

Indonesia 

b. Ketua Umum Asosiasi 

Pengusaha Pengolahan 

dan Pemurnian 

Bauksit Alumina 

Indonesia (AP3BAI). 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 
 

a. Kesiapan industri hilir bauksit 
menghadapi rencana 
penghentian ekspor bauksit. 

b. Kontribusi pelaku usaha 
terhadap pembangunan di 

daerah. 
c. Komitmen investasi dan kendala 

yang dihadapi oleh industri 

pertambangan dalam melakukan 
hilirisasi. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Desember 2022 

Pukul 13.00 
WIB. 

15. On the spot  Peninjauan 

ke Command Center PT 

Pertamina (Persero) di 

Gedung Graha Pertamina 

di Gambir Jakarta 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Pemantauan BBM menjelang Natal 

dan Tahun Baru 2023. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 14 
Desember 2022 

Pukul 16.00 
WIB. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Komisi IX DPR RI 

melaksanakan 
Kunjungan Kerja 

Mengenai Pengawasan 
Tenaga Honorer Bid. 
Kesehatan dan PLKB Non 

PNS. 
 

Tanggal 01-03 Desember 
2022. 

Kunjungan Kerja Panja 

Komisi IX DPR RI ke Kota 
Bogor, Kota Bandung dan 

Tangerang Selatan mengenai 
Tenaga Kerja Honorer Bidang 
Kesehatan dan Pendamping 

Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB) Non PNS. 

 

1. Mendapatkan informasi 

mengenai data tenaga kerja 
honorer dan status 

kepegawaiannya. 
2. Mendapatkan gambaran secara 

komprehensif tentang 

mekanisme dan proses 
perekrutan Tenaga Kesehatan 

Honorer bidang kesehatan.  
3. Mendapatkan gambaran 

mengenai permasalahan tenaga 

kesehatan honorer yang selama 
ini terjadi. 

4. Mendapatkan gambaran tentang 

perlindungan kesejahteraan yang 
diberikan kepada tenaga kerja 

honorer bidang kesehatan 
termasuk skema  dan peta jalan 
menjadi PPPK. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Mengetahui terobosan 

Pemerintah Daerah mengenai 
tenaga kerja honorer yang telah 

di atur dalam PP Nomor 49 
Tahun 2018 Tentang 
Penghapusan Pegawai Non-ASN 

yang akan berlaku November 
2023. 

2. Rapat Dengar Pendapat 
Umum bersama  
1. Badan Pembinaan 

Hukum Nasional 
(BPHN) 

kemenkumham RI; 
2. Pakar Hukum 

Internasional  FH UI 

Prof. Hikmawanto 
Juwana.  
 

Senin, 5 Desember 2022. 
 

 

Pengawasan Penanganan 
Tenaga Kerja Asing. 

1. Perlu penyesuaian dan 
penyelarasan Peraturan 
Pemerintah No. 34 Tahun 2021 

Tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing Dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Terhadap UU Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan.   

2. Mewajibkan Tenaga Kerja Asing 

mampu berbahasa persatuan 
Indonesia. 

3. Pemerintah harus lebih 
memperhatikan pengawasan 
terhadap penggunaan Tenaga 

Kerja Asing yang dianggap masih 
lemah. 

4. Perlu identifikasi terhadap 
kemampuan tenaga kerja 
Indonesia yang mengusai 

teknologi dan Upgrading Tenaga 
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Kerja Indonesia terhadap 

Kecanggihan Teknologi dengan 
transfer knowledge. 

5. Pengawasan terhadap 
penggunaan VISA turis yang 
digunakan TKA. 

6. Perjanjian Kerja Sama 
penggunaan TKA antar kedua 
negara yang memuat positioning 

jabatan terhadap TKA. 
7. Perjanjian Kerja Sama dengan 

negara lain terkait Turnkey 
Project dengan mengundang 

Kementerian-kementerian lain 
untuk mendapatkan informasi 
terkait validitas project tunkey, 

kapan, di mana, bagaimana, apa 
proyeknya dan sampai kapan. 

3. Audiensi dengan Tim 
Moringa Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
 
Tanggal 05 Desember 

2022. 

Terkait upaya Pemerintah 
Provinsi NTT dalam 

menurunkan angka stunting 
di Provinsi NTT melalui 
pemanfaatan produk-produk 

olahan tumbuhan kelor. 

1. Pemaparan tepung “Marungga 
NTT” untuk intervensi balita 

Stunting Indonesia. 
2. Tim Moringa NTT memohon 

dukungan dari Komisi IX DPR RI 

agar Marungga NTT dapat 
digunakan sebagai bahan 

makanan olahan untuk 
intervensi penanganan anak 
stunting  di NTT dan Indonesia. 

Rapat bersifat 
terbuka 
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4. Rapat Panja Komisi IX 

DPR RI tentang 
Pengawasan Vaksin 

Covid-19 bersama Dirjen 
Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan Kementerian 

Kesehatan RI, Dirjen 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Kementerian Kesehatan 
RI, Dirjen Industri 

Kimia, Farmasi dan 
Tekstil Kementerian 
Perindustrian RI, Deputi 

1 Bid. Pengawasan Obat, 
Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor dan Zat Adiktif 
Badan Pengawas Obat 
dan Makanan RI, Dirut 

PT. Biofarma serta Dirut 
PT. Biotis. 
 

Tanggal 6 Desember 
2022. 

Membahas Pengembangan 

dan Pemanfaat Vaksin Covid 
dalam Negeri. 

Panja Komisi IX DPR RI tentang 

Pengawasan Vaksin Covid-19 telah 
mendapat informasi dan penjelasan 

dari Dirjen Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan Kementerian Kesehatan 
RI, Dirjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan RI, Dirjen Industri Kimia, 
Farmasi dan Tekstil Kementerian 

Perindustrian RI, Deputi 1 Bid. 
Pengawasan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor dan Zat 
Adiktif Badan Pengawas Obat dan 
Makanan RI, Dirut PT. Biofarma 

serta Dirut PT. Biotis, selanjutnya 
akan menjadi bahan masukan bagi 

Panja Komisi IX DPR RI tentang 
Pengawasan Vaksin Covid-19 
Tenaga Honorer Bidang Kesehatan 

dan Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana (PLKB) Non PNS dalam 
menyusun laporan akhir panja. 

 

Rapat Bersifat 

terbuka 

5. Rapat Dengar Pendapat 
dengan: 

1. Dewan Jaminan Sosial 
Nasional (DJSN); 

2. Kepala BP2MI; 

Progres Implementasi Inpres 
No. 2 Tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 
Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan dan Inpres 

No. 1 Tahun 2022 tentang 

1. Komisi IX DPR RI mendesak 
DJSN, BP2MI, BPJS 

Ketenagakerjaan, BPJS 
Kesehatan untuk meningkatkan 
koordinasi dalam pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan 
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3. Direksi BPJS 

Ketenagakerjaan; 
4. Direksi BPJS 

Kesehatan. 
 
Rabu, 7 Desember 2022. 

 

Opltimalisasi Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) bagi PMI.  

menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan kepada Komisi IX 
DPR RI dalam waktu 3 (tiga) 

bulan terkait : 
a. Perluasan manfaat dan kanal 

pembayaran Jaminan Sosial 

Pekeria 
b. Migran Indonesia 
c. Implementasi standar 

pelayanan pengajuan klaim 
di setiap kantor cabang BPJS 

Ketenagakerjaan termasuk di 
luar negeri. 

d. Integrasi data dan informasi 

jaminan sosial BP2MI, BPJS 
e. Ketenagakerjaan, BPJS 

Kesehatan, Kementerian 
Ketenagakerjaan, 
Kementerian Kesehatan dan 

DJSN. 
f. Penyusunan / revisi 

peraturan perundang-

undangan yang diperlukan 
untuk mengoptimalkan 

pelindungan pekerja migran 
Indonesia termasuk dari 
Kementerian Kesehatan. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak 
DJSN untuk: 
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a. Melakukan inventarisasi 

pembiayaan pelindungan 
pekerja migran Indonesia dari 

K/L terkait. 
b. Melakukan mitigasi kasus-

kasus Pekerja Migran 

Indonesia 
c. Menertibkan seluruh 

pelanggaran terhadap aturan 

perundang-undangan yang 
berkenaan tentang Pekerja 

Migran. 
3. Komisi IX DPR RI mendesak 

BP2MI untuk: 

a. Meningkatkan perlindungan 
kepada Pekerja Migran 

Indonesia dengan kewajiban 
kepesertaaan melalui 
jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan 
b. Menjalankan keputusan-

keputusan Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) dengan 
Komisi IX yang telah 

disepakati sebelumnya. 
4. Komisi IX DPR RI mendesak 

BPJS Ketenagakerjaan untuk: 

a. Memberikan pelayanan 
jaminan sosial kepada 

Pekerja Migran Indonesia di 
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negara tujuan penempatan 

dan bekerja sama dengan 
perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri. 
b. Meningkatkan sosialisasi 

perlindungan jaminan sosial 

Pekerja Migran Indonesia 
terkait mekanisme dan 
prosedur klaim jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan 
sebelum penempatan di 

negara tujuan. 
5. Komisi IX DPR RI mendesak 

BPJS Kesehatan melakukan 

terobosan terhadap peningkatan 
akses pelayanan kesehatan 

kepada Pekerja Migran Indonesia 
di Negara tujuan. 

6. Audiensi dengan 

Perkumpulan Mantan 
Karyawan Vico Indonesia 

(PMKVI). 
 
Kamis, 8 Desember 

2022. 
 

Penyelesaian pembiayaan sisa 

pesangon dari mantan 
karyawan VICO Indonesia dan 

membantu memfasilitasi 
penyelesaian sisa pesangon 
karyawan yang di pensiunkan 

dini. 

Menerima masukan dari PMKVI 

atas hak-hak yang belum diterima 
oleh karyawan. 

 

7. Rapat Internal Panja 
Komisi IX DPR RI 
Tentang Pengawasan 

Tenaga Honorer Bid. 

Penyusunan Laporan Panja 
Komisi IX DPR RI Tentang 
Pengawasan Tenaga Honorer 

Bid. Kesehatan dan PLKB. 

 Rapat Bersifat 
terbuka 
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Kesehatan dan 

Pendamping Lapangan 
Keluarga Berencana. 

 
Selasa, 13 Desember 
2022. 

 

8. Rapat Internal Komisi IX 

DPR RI. 
 
Selasa, 13 Desember 

2022. 
 

Laporan Panja Komisi IX DPR 

RI Tentang Pengawasan 
Tenaga Honorer Bid. 
Kesehatan dan PLKB Non 

PNS. 

Komisi IX DPR RI menerima 

usulan/rekomendasi Panja Komisi 
IX DPR RI Tentang Pengawasan 
Tenaga Honorer Bid. Kesehatan dan 

PLKB Non PNS. 

Rapat Bersifat 

terbuka 
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A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
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1 RUU 
KEPARIWISATAAN 

Agenda 
Masukan terhadap 

NA dan RUU 
Kepariwisataan.  
 

Tanggal 12 
Desember 2022.  

Komisi X DPR RI 
melakukan RDP dengan 

Eselon I 
Kemenparekraf/Baparekraf 
RI dan tanggal 13 

Desember 2022 RDPU 
dengan Perhimpunan Hotel 

dan Restoran Indonesia 
(PHRI), Asosiasi Homestay 
Indonesia(IHSA),  Asoisasi 

Perjalanan Wisata 
Indonesia (ASITA), 
Himpunan Pramuwisata 

Indonesia (HPI), dan 
Asosiasi Desa Wisata 

Indonesia (ASIDEWI). 

1. Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf 
RI menyampaikan masukan dan 

pandangan terkait isu, (i) destinasi 
dan industri pariwisata, pemasaran 
dan promosi pariwisata, (ii) digitalisasi 

dan penguatan infrastruktur IT, (iii) 
kelembagaan pariwisata, asosiasi dan 

SDM kepariwisataan, (iv) strategi dan 
arah pariwisata berkelanjutan, serta 
integrasi cagar budaya dengan 

destinasi pariwisata lainnya, dan (v) 
pengaturan ijin usaha pariwisata. 

2. Para pelaku usaha kepariwisataan 

menyampaikan masukan dan 
pandangan terkait isu kelembahaan 

dan asosiasi pariwisata serta 
pengelolaan desa wisata dan kampung 
tematik. 

3. Perlu langkah inovatif dalam 
merumuskan susbstansi pengaturan 

terutama terkait isu krusial seperti 
pendanaan, kelembagaan, dan 
kewenangan antar K/L yang tumpang 

tindih. 
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4. Secara umum para pelaku usaha 

pariwisata mendukung adanya 
pergantian atau revisi atas UU No.10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

mengingat impelemtasi UU tersebut 
sudah lebih dari 12 tahun, banyak 
substansi yang perlu disesuaikan 

dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat di bidang pariwisata, 

antara lain kebijakan konservasi di 
destinasi wisata, pramuwisata sebagai 
bagian penting dalam kegiatan 

kepariwisataan. 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RDP Panja Perguruan 
Tinggi Komisi X DPR RI 
dengan Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
 LLDIKTI Wilayah IV 

(JABAR) 

• LLDIKTI Wilayah IX 
(SULSEL)  

• LLDIKTI Wilayah XI 

• Evaluasi penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dan;  

• Saran masukan untuk 
Panja. 

Tanggal 5 Desember 2022, Panja 
mendapatkan informasi kondisi 
dan tantangan dalam 

pengelolaan PTS di bawah 
koordinasi LLDIKTI. Serta 

masukan dan rekomendasi 
penguatan PTS.  
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(KALTIM 

• LLDIKTI Wilayah XIII 
(ACEH) 

• LLDIKTI Wilayah XIV 
(PAPUA)   

Kunjungan Kerja Spesifik 

2.  Kunker Spesifik Bidang 
Pendidikan (Evaluasi 

Kebijakan Peningkatan 
Infrastruktur IT 

Pendidikan) ke Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat. 
 

Implementasi kebijakan 
peningkatan sarana dan 

prasarana infrastruktur IT 
pendidikan. 

Tanggal 2-4 Desember 2022, 
Permasalahan implementasi IT 

di kabupaten Bogor sebagian 
besar adalah untuk mengakses 

Internet, dikarenakan masih 
banyak daerah khususnya 
pedesaan yang blankspot. 

Sesuai penjelasan Dinas 
Kominfo, masih ada sekitar 14 
desa di 13 kecamatan yang 

blank spot. Ditargetkan pada 
2023 yang akan datang, tidak 

ada lagi desa blankspot. 

 

3.  Kunker Spesifik Bidang 

Kebudayaan (Cagar 
Budaya) ke  

• Kabupaten Muaro Jambi, 

Provinsi Jambi. 

• Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

Pelaksanaan UU Nomor 5 

Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan dan 
UU Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya. 

Tanggal 9-11 Desember 2022, 

a. Terdapat beberapa kendala 

penyelenggaraan pelestarian 

cagar budaya di Kota 

Makassar, di antaranya:  

• Sumber daya manusia 

tenaga kebudayaan masih 

kurangnya; 
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• Akibat dari pandemi Covid-

19, segala aktifitas di semua 

destinasi pariwisata yang 

berbasis cagar budaya 

menjadi sepi; 

• Sosialisasi UU Nomor 5 

Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan dan 

UU Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya yang 

masih minim;  

• Masih kurangnya 

penganggaran terkait 

dengan pemeliharaan dan 

penyelamatan cagar budaya 

akibat realokasi anggaran 

untuk penanganan pandemi 

COVID-19. 

b. Terdapat beberapa 

persamasalahan yang 

ditemukan dalam upaya 

pelestarian Kawasan 

Percandian Muarojambi, 

antara lain terdapat 12 pabrik 

yang berada di titik inti 

kawasan percandian dan 

berpotensi merusak upaya 

pelestarian yang sedang 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 Desember 2022) 

 

40 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

dilakukan. Permasalahan lain 

yang ditemukan yaitu lahan 

parkir yang terbatas, serta 

akses menuju Kawasan 

percandian. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI (BALEG) 

 

NO JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang LARANGAN 

MINUMAN BERALKOHOL 

Rapat Panja Badan 

Legislasi DPR RI, 

tanggal 6 Desember 

2022, pukul 13.00 

WIB. 

Dalam rangka penyusunan RUU.  

2. Menteri Hukum dan HAM 

RI dan PPUU DPD RI 

 

Rapat Kerja Badan 

Legislasi, 

tanggal 12 Desember 

2022, pukul 11.00 

WIB. 

Dalam rangka membahas kembali 

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) 
 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 KSB - BKSAP Meeting of Invited 
Parliaments in Qatar. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan sejumlah 

anggota parlemen dari negara lainnya yang diundang 

oleh Syura (parlemen) Qatar bertemu dengan Wakil 

Ketua Dewan Syura dan berdiskusi mengenai topik 

seputar parlemen dan upaya-upaya yang dapat 

meningkatkan kerja sama antar parlemen. Melalui 

kesempatan ini Dr. Fadli Zon menyampaikan apresiasi 

kepada Qatar yang menjadi tuan rumah dari Piala 

Dunia 2022 dan berharap perhelatan global ini dapat 

berjalan dengan lancar hingga selesai. 

1 Desember 
2022. 

2 KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB 
DPR RI – Parlemen Uni 

Emirat Arab. 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen 
Uni Emirat Arab mengadakan rapat internal guna 

membahas rencana kunjungan dan program kerja 
GKSB DPR RI - Parlemen Uni Emirat Arab. Rapat 

berlangsung secara tertutup di Gedung DPR RI, 
Senayan, Jakarta pada Kamis (1/12/2022). 

 
Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen 

Uni Emirat Arab, An’im Falachuddin Mahrus (F-PKB). 
Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB DPR 

RI - Parlemen Uni Emirat Arab secara fisik oleh Anisa 
Syakur (F-PKB) dan Mustafa Kamal (F-PKS) serta 

secara daring oleh Ridwan Andi Witiri (F-PDIP) dan 
Rojih (F-PPP). Rapat membahas mengenai rencana 

1 Desember 
2022. 
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pertemuan dengan Parlemen dan masyarakat Indonesia 
di Uni Emirat Arab serta Dubes RI di Abu Dhabi. 

3 KSI - BKSAP Creating a safe 
Cyberspace for 
Democracy: Virtual 
meeting with the Chair of 
the United Nations Ad 
Hoc Committee to 
Elaborate a 
Comprehensive 
International Convention 
on Countering the Use of 
Information and 
Communications 
Technologies for Criminal 
Purposes. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-

RI, Dr. Fadli Zon diundang sebagai salah satu panelist 
dalam pertemuan virtual dengan Ketua Komite Ad Hoc 
PBB untuk mengelaborasi Konvensi Internasional 
Komprehensif tentang melawan penggunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk kegiatan kriminal. 
Pertemuan vitual kali ini merupakan kesempatan 

eksklusif untuk menginformasikan kepada Ketua Ad 
Hoc PBB yang mana merupakan komite yang sedang 
melakukan negosiasi pada konvensi Cybercrime tentang 
kebutuhan dan pentingnya keterlibatan parlemen dan 

anggota parlemen dalam upaya global untuk 
meminimalisasi risiko dalam penggunaan teknologi dan 

dunia maya secara efisien dan tetap mengedepankan 
cara-cara yang selaras dengan hak individu dan 

kebebasan pribadi. 
 

Dalam paparannya, Dr. Fadli Zon menegaskan 
pentingnya menciptakan dunia maya yang aman, 

terbuka, bebas, tangguh, dan bertanggung jawab untuk 
keberlangsungan demokrasi. Hal ini penting karena 

akan berbanding lurus dengan kepercayaan di era 
digital. Ketika ruang sipil menyusut, ketidakpercayaan 

dan disinformasi akan tumbuh. Persaingan geopolitik 
dan erosi multilateralisme memiliki implikasi nyata 

pada dunia maya sehingga akan berdampak pada 
kehidupan dan hak-hak berpolitik. 

 

6 Desember 

2022. 
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Lebih lanjut, beliau memaparkan risiko yang mengintai 
di era digital seperti penyalahgunaan dan kesalahan 

informasi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan 
tersendiri bagi demokrasi yang mana menguji integritas 

lingkungan informasi terbuka mengingat erosi 
informasi harian yang kredibel saat masyarakat 

berjuang untuk informasi yang faktual. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa ada perpecahan ketika harus 

menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan 
kerugian publik yang disebabkan oleh misinformasi dan 

disinformasi serta ujaran yang memicu kekerasan atau 
kebencian. 

Perlu kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam 
mengasiapatasi masalah yang muncul secara cepat dan 

tepat. Proliferasi konten yang dimanipulasi dan risiko 

yang disebabkan oleh teknologi Deep Fake yang 
semakin canggih dapat menyesatkan dan mengikis 
kepercayaan institusi. Hal ini menjadikan kerja sama 

internasional menjadi sebuah urgensi untuk mengatasi 
tantangan bersama ini. 

 
Prinsip demokrasi harus dipandu dengan prinsip 

tanggung jawab. Demokrasi merupakan nilai initi PBB 
yang harus dijunjung tinggi. Melindungi hak untuk 

berpartisipasi dalam demokrasi adalah sebuah 
kewajiban dan masyarakat sipil menjadi pemeran 

kuncinya. Tanpa kebebasan berekspresi, tidak ada 
demokrasi, namun kebebasan seperti ini harus dipandu 

dengan prinsip tanggung jawab. Dalam menjalankan 
kebebasannya setiap orang juga harus menyadari 

perangkat peraturan yang menajdi dasar tindakan 
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mereka; termasuk hukum, peraturan, kerangka kerja, 
dan norma pada batas tertentu. 

 
Peran parlemen dan anggota parlemen untuk membuat 

undang-undang menjadi penting untuk menentukan 
kerangka kerja keamanan siber legislatif dan 

institusional. Hal ini sebagai tolak ukur untuk 
memastikan kemananan ruang siber global yang 

berlandaskan keterbukaan, stabilitas, dan aman untuk 
semua. Oleh karenanya perlu koordinasi, kolaborasi 

dan kerja sama yang lebih ekstentif untuk mendorong 
dialog dunia maya yang melibatkan pemerintah, 

masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, dengan 
anggota parlemen sebagai intinya. 

4 KSI - BKSAP WFD Series of ASEAN 
Women’s Political 
Leadership Events. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR 

RI Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc menyampaikan demokrasi 
memiliki hubungan positif untuk menjamin kebebasan, 
kesetaraan, keadilan, partisipasi inklusif, dan 

transparansi. Dengan kata lain, demokrasi memberikan 
ruang yang lebih kondusif bagi politisi perempuan 

untuk eksis di dunia politik. 
 

Fadli Zon menyampaikan hal ini saat membuka WFD 
Series of ASEAN Women’s Political Leadership Events 

yang diselenggarakan oleh The Westminster Foundation 
for Democracy (WFD) di Nusa Dua, Bali, Rabu 

(7/12/2022). Selain Fadli Zon, Regional Director for Asia 
and the Americas WFD Matthew Hedges dan Charge 
d’affaires at the Mission of Canada to ASEAN Vicky 

Singmin turut menyampaikan opening speech pada 

7 Desember 

2022. 
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forum tersebut. 
 

Anggota BKSAP DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah (F-
PPP) menegaskan, penting bagi anggota parlemen 

perempuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang kepemimpinan perempuan. 

Kesadaran ini pada akhirnya akan menjadi sumber 
elektoral pencalonan perempuan di ranah politik. 

 
Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin (F-

Golkar) menekankan Gender Responsive Budgeting 
(GRB) sangat penting dalam konteks demokrasi. GRB 

juga menghubungkan kebijakan fiskal pemerintah 
dengan agenda kesetaraan gender dalam 

pembangunan. 

5 KSB - BKSAP Kunjungan Delegasi 
GKSB DPR RI – 

Parlemen Laos ke Laos. 

Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Laos yang diketuai 
oleh Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan beranggotakan: 

1. Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PG); 

2. Putu Supadma Rudana MBA (F-PD); 

3. Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS); 

4. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN); 

5. Puteri Komarudin (F-PG); 

6. Andi Muawiyah Ramly (F-PKB); 

7. Rojih (F-PPP). 

 
Mengadakan kunjungan ke Laos pada tanggal 9 – 15 

Desember 2022 serta mengadakan pertemuan dengan: 

1. Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Laos 

Delegasi BKSAP yang dipimpin Gilang Dhielafararez 
(F.PDIP) diterima oleh Mrs.Vandy Boutasavong, 

9 – 15 
Desember 

2022. 
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Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Laos dan 
jajarannya, dalam rangkaian kunjungan Diplomasi 

BKSAP ke Laos. 
 

Parlemen Laos menyambut gembira kunjungan DPR 
RI dan berharap agar kunjungan ini akan semakin 

memperkuat hubungan baik kedua negara yang 
sudah berlangsung selama 65 tahun, termasuk 

dalam hubungan antar parlemen. 
Mrs. Vandy menambahkan bahwa Parlemen Laos 

mendukung penuh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 
dan DPR RI sebagai Presiden AIPA 2023. 

Ketua delegasi menyampaikan rasa terima kasih 
atas sambutan yang sangat hangat dan dukungan 

untuk Presidensi DPR RI dalam sidang AIPA tahun 
depan. 

 
Dalam diskusi dibahas berbagai upaya peningkatan 

kerja sama antar parlemen termasuk permintaan 
peningkatan kapasitas bagi para staf Parlemen Laos 

untuk dapat belajar dan magang di Sekretariat DPR 
RI, terutama mengingat Laos akan memegang 

estafet kepemimpinan ASEAN pada tahun 2024. 
Mereka berpendapat Indonesia sudah lebih maju 

dan berpengalaman dalam penyelenggaraan sidang 
internasional maupun penguasaan Bahasa Inggris 

sehingga perlu sharing knowledge kepada mereka. 
 

2. Wakil Ketua Parlemen Laos 

Agenda lainnya dalam kunjungan Diplomasi BKSAP 
ke Laos adalah pertemuan dengan H.E. Mrs. 
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Sounthone Xayachack, Wakil Ketua Parlemen Laos. 
Politisi senior Laos ini menyampaikan terima kasih 

atas kunjungan pertama Anggota Parlemen 
Indonesia ke Parlemen Laos. Hal ini akan semakin 

mengukuhkan persahabatan dua Negara yang 
sudah berlangsung 65 tahun. 

 
"Kami masih mengalami berbagai kendala dalam 

membangun SDM akibat terjadinya perang saudara 
di masa lalu, ditambah dengan dampak perang 

Amerika vs Vietnam yang mengakibatkan 
penderitaan rakyat kami, khususnya yang tinggal di 

perbatasan. Saat itu, penduduk negara kami ada 3 
juta jiwa setara dengan 3 juta bom dan ranjau 

dijatuhkan Amerika di negara kami", ujarnya. 
 

Laos berharap agar pemerintah Indonesia 
memberikan pelatihan SDM Pariwisata, dan mereka 

untuk belajar Bahasa Indonesia. 
 

Ketua Delegasi DPR RI, Gilang Dhielafararez 
(F.PDIP) menyampaikan terima kasih atas kerja 

sama yang telah terjalin dengan baik serta 
sambutan hangat Parlemen Laos dalam menyambut 

DPR RI. Mengingat Indonesia akan menjadi tuan 
rumah sidang ASEAN dan AIPA tahun depan, DPR 

mengundang Parlemen Laos untuk hadir bersama 
delegasi ke Indonesia. 

Dr. Fadli Zon, (F.P. Gerindra) menambahkan bahwa 
DPR RI akan mengusulkan penggunaan Bahasa 

Melayu Indonesia sebagai salah satu working 
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language dalam sidang AIPA mengingat jumlah 
penutur Bahasa Melayu cukup banyak di negara-
negara ASEAN, untuk itu meminta dukungan Laos 

agar usulan tersebut dapat disetujui. 
 

3. Wakil Kementerian Informasi, Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Rangkaian pertemuan selanjutnya dalam 

kunjungan Diplomasi BKSAP ke Laos adalah 
dengan Kementerian Informasi, Kebudayaan dan 

Pariwisata yang diterima oleh Mr. Vansy Kuamua, 
Wakil Menteri dan jajarannya. 

 
Ketua Delegasi Gilang Dhielafarqrez (F.PDIP) 

menganggap penting kerja sama di bidang 
pariwisata, mengingat kedua negara memiliki 

banyak potensi pariwisata yang dapat 
dikembangkan. 

 
Andi Muawiyah Ramly (F.PKB) dan Putu Supadma 

Rudana (F.PD) juga menyampaikan bahwa 
pertemuan ini sangat penting karena menginspirasi 

beberapa kegiatan tindak lanjut antara kedua 
negara dalam kerja sama pariwisata, khususnya 

kerja sama SDM pariwisata, dan infrastruktur 
wisata, khususnya bila segera terwujud 

penerbangan langsung. Diharapkan Menteri 
Pariwisata Indonesia bisa berkunjung ke Laos 

untuk peningkatan kerja sama kedua negara. 
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4. Duta Besar RI Laos 

Delegasi BKSAP yang dipimpin Gilang Dhielafararez 
(F.PDIP) menghadiri undangan santap malam 

dengan Duta Besar RI utk Laos, Y.M. R.P. Pratito 
Soeharyo di Wisma Duta RI di Vientiane (11/12). 

 
Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP ke 

Laos menyampaikan kegembiraan dan syukur 
karena dalam waktu yang sangat pendek YM 

Ambassador merespon dengan positif rencana 
kunjungan ini. Disampaikan bahwa walaupun 

anggota delegasi berasal dari berbagai fraksi yang 
berbeda namun dalam pelaksanaan diplomasi ke 

luar negeri, semua memiliki tujuan yang sama 
untuk kebaikan Indonesia. 

 
Dalam sambutannya, Dubes R.P. Pratito Soeharyo 

menyampaikan bahwa Laos jarang didatangi oleh 
pejabat Indonesia dan merasa bersyukur karena 

BKSAP dapat berkunjung saat ini. Dinamika 
diplomasi Indonesia di negara yang berpenduduk 6 

juta ini cukup maju meski cuma didukung 10 
Diplomat dan 10 lokal staf. Kedatangan BKSAP 

pada bulan yang tepat ujar Pak Dubes, karena 

cuaca sedang sejuk. "Kita sebaiknya suarakan Look 
Laos Now agar negara ini tetap merasa fully support 
from Indonesia dalam kerangka Indonesia - Laos 

Bilateral Relation". 
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5. President of Executive Board of Strategy & Planning 

of PTL Holding 

Dalam kunjungan ke Laos ini, delegasi BKSAP 

selanjutnya mengunjungi Thanaleng Dry Port 
(12/12/2022), sebuah pelabuhan darat yang 

dibangun pada tahun 2021 oleh pengusaha Swasta 
di Laos. Delegasi yang dipimpin oleh Gilang 
Dhielafararez (FPDIP) ini diterima oleh Mr. Alounkeo 

Kittikhoun, President of Executive Board of Strategy 
& Planning of PTL Holding beserta jajarannya. 
 

Diinformasikan bahwa pelabuhan darat ini sangat 
komprehensif untuk arus muat barang. Mengingat 

Laos merupakan landlock country, dimana tidak 

memiliki laut, inisiatif pembangunan dry port ini 
merupakan langkah strategis yang sangat 
menguntungkan. Ekspedisi darat ini menggunakan 

kereta api dan truk kontainer dimana saat ini 
sudah bisa menembus negara perbatasan dalam 

waktu 6 jam. Sementara pengiriman barang ke 
Republik Rakyat Tiongkok dapat ditempuh dalam 8 

hari dan ke Eropa, Jerman, dalam 16 hari. 

6 KSB – BKSAP I. Working Lunch GKSB 

DPR RI – Parlemen 

Hungaria dengan Wakil 

Ketua Majelis Nasional 

Hungaria 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Hongaria, 

mengadakan pertemuan Working Lunch dengan Wakil 
Ketua Majelis Nasional Hungaria, H.E. Lajos Olah 

beserta delegasi pada hari Selasa (13/12/2022).  
 

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua GKSB Indonesia-
Hongaria, Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes (F-PPP) dan 

didampingi oleh anggota GKSB tersebut, H. Mukhamad 
Misbakhun, S.E., M.H. (F-PG), Dr. Hj. Anis Byarwati, 

13 Desember 

2022. 
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S.Ag, M.Si. (F-PKS), dan Ketua GKSB Indonesia-Uni 
Eropa, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. (F-PDIP). 

  

Working lunch tersebut mendiskusikan berbagai macam 
bidang kerja sama Indonesia dan Hungaria yang telah 

terjalin selama ini, dan juga potensi kerja sama yang 
dapat dikembangkan kedepannya.   

7 KSI – BKSAP II. 7th Virtual Meeting of 

IPU Task Force. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc 
menghadiri pertemuan VII secara virtual, Selasa 

(13/12/2022). Pertemuan tersebut membahas tindak 
lanjut upaya mengakhiri konflik antara Rusia dan 

Ukraina. 
 

Fadli mengusulkan agar IPU Task Force dapat 
membuka komunikasi dengan berbagai pihak di luar 

Rusia dan Ukraina dengan tujuan untuk 
menyampaikan pesan perdamaian. "Selain itu, Kita 

juga perlu menghighlight beberapa masalah yang 
menghambat terjadinya negosiasi,” ucap Fadli. 

13 Desember 
2022. 
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1. Kampus Merdeka  Audiensi Mengenai 

Alur Kerja MKD. 

Audiensi dan sharing session 

mengenai alur kerja AKD 
khususnya di Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

Tanggal 1 Desember 

2022. 

2. Paket Meeting  Tugas dan Fungsi 

MKD DPR RI. 

1. “Kerja sama MKD DPR RI dengan 

Penegak Hukum dalam Rangka 
Penyelidikan Dugaan 
Pelanggaran Kode Etik Anggota 

DPR RI”; 
2. “Peran Media Monitoring terhadap 

Citra Anggota DPR RI”. 

Tanggal 1 s.d. 3 

Desember 2022. 

3 Kunjungan kerja ke 

Polres Kabupaten 
Indramayu 

Tugas pokok, 

fungsi dan 
wewenang MKD 

DPR RI. 
 

Kunjungan Kerja Mahkamah 

Kehormatan Dewan dalam rangka 
Sosialisasi  Tugas, Fungsi dan 

wewenang Mahkamah Kehormatan 
Dewan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia serta Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 
Khusus Anggota DPR RI.  

Tanggal 5 s.d. 7 

Desember 2022. 

4 Paket Meeting  Tugas dan Fungsi 
MKD DPR RI. 

1. “Rencana Program Kerja MKD 
DPR RI dalam bidang 

Pencegahan” ; 
2. “Pemberian Award bagian dari 

Fungsi Pencegahan MKD”. 

Tanggal 8 s.d. 10 
Desember 2022. 
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5 Seminar Nasional Mahkamah 
Kehormatan Dewan 
(MKD) award. 

Seminar Nasional Mahkamah 
Kehormatan Dewan dengan tema 
“Mahkamah Kehormatan Dewan 

Award; Apresiasi untuk Para 
Pejuang etika Lembaga DPR RI”. 

12 Desember 2022. 

6 Kunjungan kerja ke 
Polres Kota Malang 

Tugas pokok, 
fungsi dan 

wewenang MKD 
DPR RI. 

 

 

Kunjungan Kerja Mahkamah 
Kehormatan Dewan dalam rangka 

Sosialisasi  Tugas, Fungsi dan 
wewenang Mahkamah Kehormatan 
Dewan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia serta Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 

Khusus Anggota DPR RI.  

Tanggal 13 s.d. 15 
Desember 2022. 
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1. Kunjungan Kerja Dalam Negeri: 
1. Makassar, Sulawesi Selatan, 5-8 

Desember 2022. 
2. Surabaya, Jawa Timur, 9-11 Desember 

2022. 
3. Kupang, Nusa Tenggara Timur, 12-14 

Desember 2022. 
 

Peninjauan rumah sakit provider PT. Asuransi Jasindo 
dan ke kantor perwakilan PT. Asuransi Jasindo di daerah 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program 
Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan 
sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan 
program Jamkestama. 
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1. Institute for 

Development of 
Economiics and 

Finance (INDEF) 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kegiatan 

Paket Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Institute for 
Development of Economiics and 
Finance (INDEF) dalam rangka 

pendalaman terkait pengelolaan cukai 
hasil tembakau Tahun Anggaran 2017 
- 2022 dan kebijakan tarif baru. 

Dilaksanakan pada 

tanggal 01 s.d 03 
Desember 2022. 

 

2. Universitas Brawijaya Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 

 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan 
kerja ke Universitas Brawijaya Malang 

Provinsi Jawa Timur,  selanjutnya 
melakukan pertemuan dengan Civitas 
Akademik Universitas Brawijaya, 

dalam rangka Penelaahan BAKN DPR 
RI terhadap LHP BPK RI terkait 

Pengelolaan Cukai Hasil tembakau. 

Kunjungan Kerja 
dilaksanakan pada 

tanggal 04 s.d. 06 
Desember 2022. 
 

3. Universitas 

Padjadjaran  

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan 

kerja ke kerja ke Universitas 
Padjadjaran  Provinsi Jawa Barat,  
selanjutnya melakukan pertemuan 

dengan Civitas Akademik Universitas 
Padjadjaran , dalam rangka 
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap 

LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai 
Hasil tembakau. 

Kunjungan Kerja 

dilaksanakan pada 
tanggal 07 s.d. 09 
Desember 2022. 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 57 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI  

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kegiatan 

Paket Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI dalam rangka 
Pendalaman LKPD IHPS I Tahun 2022. 

Dilaksanakan pada 

tanggal 10 s.d 12 
Desember 2022. 

 

5. Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) 

Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kegiatan 
Paket Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Badan Kebijakan 

Fiskal (BKF) dalam rangka 
pendalaman terkait pengelolaan cukai 
hasil tembakau Tahun Anggaran 2017 

– 2022. 

Dilaksanakan pada 
tanggal 13 s.d. 15 
Desember 2022. 

 

 
 
 

 
***** 


